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PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan Umdlamdang No.
25 tahun 1999 merupakan titik awal berjalannya atoindaerah (reformasi
pemerintah daerah di Indonesia). Misi utama kedndang-undang tersebut
adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akanghasilkan dua manfaat
nyata, yaitu pertama mendorong peningkatan paassiprakarsa, dan kreativitas
masyarkat dalam pembangunan, serta mendorong pewrerahasil-hasil
pembangunan (keadilan) diseluruh daerah. kedua erb@igi alokasi sumber
daya produktif melaluipergeseran peran pengamiégrutusan publik ke tingkat
pemerintah yang lebih rendah, (Mardiasmo, 2004).

Dalam perkembangannya, era reformasi dan oton@mrati telah ikut
mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maogdaporan keuangan
daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarsmmdapat amanat untuk
mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkasejabteraan masyarakat
daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Amarssbtg tercantum dalam
Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 28648 B, Undang-undang
Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, UndatagzgiNomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undangrgridamor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintaht Rlssa Pemerintahan

Daerah.



Ulum (2008) mengatakan otomomi daerah identik danduntutan
akuntabilitas,good governance, dan sebagainya. Pemerintah yang baik adalah
pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan lke@enc masyarakat secara
jujur. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawsekuensi logis berupa
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dds@as manajemen
keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturamda@gan yang telah
ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untukioat laporan pertanggung
jawaban keuangan, (Amin, 2011: 1).

Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran kiamerja pemerintah
daerah adalah melalui laporan keuangannya (Ulur@8)20 Laporan keuangan
disusun untuk menyediakan informasi yang relevamgeeai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatitasnpelaporan selama satu
periode pelaporan. Laporan keuangan terutama dignnantuk membandingkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pgadnmadengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menigega efektivitas dan efisiensi
suatu entitas pelaporan dan membantu menentukaaat&ehya terhadap
peraturan perundang-undangan, (Sihombing, 2011: 4).

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yangg yakan
mengandalkan informasi laporan keuangan yang disalh pemerintah sebagai
dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karenanfitumasi dalam laporan
keuangan harus berkualitas, informasi dalam lapdtanangan yang akan
dipublikasikan tersebut harus disajikan secaramiajebas dari salah saji yang

material sehingga tidak menyesatkan para penggandagoran keuangan hanya



akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diirdgikan disajikan dengan
valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangang dipublikasikan buruk,
artinay laporan keuangan tersebut diahasilkan sisiém akuntansi yang buruk
sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang iahatielam penyajian,
tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan,tidak tepat wajtu dalam
penyampainnya maka hal itu akan berdampak burukdzag pengguna laporan
dan pihak penyaiji laporan itu sendiri, (Mahmudi1@09).

Akibat lain dari informasi yang salah dan menyesattersebut adalah
para pengguna laporan yang kritis dan rasional dkkaraksi misalnya dengan
memberikan kritik atau bahkan menuntut pemerintalaksi penyaji laporan
karena telah memberikan informasi yang salah damyesatkan sehingga
pengguna laporan tersebut dirugikan secara mitekibat terlalu percaya
dengan laporan tersebut. Jika pemerintah mengabaiaksi dari pengguna
laporan tersebut atau cenderung membela diri, npEerintah akan terud
membuat laporan keuangan yang buruk kualitasnydukdJmenghindari hal
tersebut satu-satunya cara adalah pemerintah tesbuga untuk menerima kritik
dan masukan serta berusaha untuk terus mempekhaikias laporan keuangan
yang di publikasinya.

Mardiasmo (2004: 34) mengatakan bahwa untuk dapanghasilkan
laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapatcdiya, pemerintah daerah
harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sisekuntansi yang lemah
menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan jugang handal dan kurang

relevan untuk pembuatan keputusan. Sedangkan Mah{0#0: 19) kualitas



laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi sédlerapa andal sistem
akuntansi pemerintah daerah yang diterapkannyerSiakuntansi pemerintah
daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsist@ng didalam setiap

subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prospetangkat dan peraturan yang
harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mehcd&ta keuangan,

kemudian mengola data tersebut menjadi berbagardagkeuangan untuk pihak
luar maupun internal pemerintah daerah.

Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dihasilmaka kita
perlu mengetahui siklus akuntansi. Sistem akuntpesnerintah daerah yang
disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akunitéses berjalan dengan baik
tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ag#daim pada salah satu
bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisaakil®t laporan keuangan
keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Paut&ipnya sistem akuntansi
pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansiunaogrkomputerisasi. Jika
pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuht&kemputerisasi, maka
beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantddeh computer.dengan
demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakastens akuntansi
berkomputerirasi maka akan sangat menghemat waktu tenaga, informasi
laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan ldgbrpat waktu, lebih
bervarasi, dan akan lebih berkualitas, (MahmudL,02@7).

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sariting karena
fungsinya dalam menentukan kualitas informasi p#afzoran keuangan. Bastian

(2007: 4) mengungkapkan bahwa jika belum memahégtens akuntansi, maka



belum memahami penyusunan laporan keuangan, kakeméansi pada dasarnya
merupakan sistem pengolahan informasi yang merghaskeluaran berupa

informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sisté&untansi memberikan

pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntaegk data direkam dalam
dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai beatt#nggungjawaban
pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkansgdmiah sistem akuntansi
pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjaemara manual ataupun
menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat surdaya manusia yang
masih sangat minim yang berspesialisasi di bid&kngtansi khususnya akuntansi
keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jilkemggunakan sistem aplikasi
komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hahkan dapat meminimalkan
kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan laidéifeoran keuangan yang
dihasilkan (Fajar, 2011: 3). Pemerintah daeralkselpengelola dana publik
harus mampu menyediakan laporan keuangan yanglukper publik secara
akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuagda apa yang ditegaskan oleh
Mardiasmo (2004) bahwa untuk dapat menghasilkgorén keuangan yang
relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintahadaharus memiliki sistem
akuntansi yang handal.

Terkait dengan hal tersebut pada laporan keuangemefgntah Kota
Gorontalo tiga tahun berturut-turut (2009-2011)dasarkan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kualitas laporanigaraPemerintah Gorontalo

masih memberikan opini wajar dengan pengecualias laporan keuangan Kota



Gorontalo dari tahun 2009 hingga tahun 2011, BPiodredapat bahwa laporan
keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan aeeajar dalam semua hal
yang material sesuai dengan SAP, namun terdapdaéiedertentu yang berkaitan
dengan yang dikecualikan, hal-hal tersebut diat@amasih ditemukan
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yandakibe kecurangan, dan
ketidakpatuhan yang material oleh BPK, juga masiéntlbkannya kasus dalam
sistem pengendalian intern terkait dengan sistemntaksi dan pelaporan, sistem
anggaran dan belanjan dan juga sistem pengendatem, (IHPS BPK, 2011).
Untuk lebih jelasnya tabel berikut menyaikan temteanuan untuk pemerintah
kota Gorontalo sebagaimana terdapat dalam IHPS BBKL) berikut:

Tabd 1: Temuan BPK ATASLKPD
Pemerintah daerah Kota Gorontalo

No Temuan BPK Untuk Kota Gorontalo Jumlah Kasus

1  Sistem Akuntansi dan pelaporan 5 kasus

2  Sistem pelaksanaan anggaran dan belanja 8 kasus
3  Kerugian daerah dan potensi kerugian daerah uskas

4  Kekurangan penerimaan 5 kasus

5  Adminsitrasi 9 kasus

7  Ketidakhematan 2 kasus

8  Ketidakefektifan 1 kasus

Sumber: Ihtisar hasil pemeriksaan BPK

Berbagai penelitian terdahulu yang menjadi rujuaneliti terkait dengan
pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhkdalitas laporan keuangan
diantarnnya pernah dilakukan oleh Fajar (2011) denpenelitiannya dilakukan
pada pemerintah Kota Bandung dengan judul pengastdm akuntansi keuangan
daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pentel@iaupaten Bandung hasil
penelitiannya tersebut membuktikan sistem akunt&esiangan daerah pada

pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengarbladap kualitas laporan



keuagannya. Penelitian Sihombing (2011) yang pesatya dilakukan pada

pemerintahan Kabupaten Kota Wilayah Priangan JawsatBdengan judul

pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan sitem akuntansi

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuashggemah, hasil penelitianya
bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahanengemuh terhadap

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Panestpndar akuntansi

pemerintahan berpengaruherhadap kualitas laporaangan daerah. Penerapan
sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh #grh&dalitas laporan

keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penetisirie untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sialamtansi Keuangan Daerah
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah &otantalo
1.2 Ildentifikas Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dibahas pada tetiakang maka
identifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuslsaiagai berikut:

1. Hasil Pemeriksanaa BPK atas Kualitas laporan kerari{pta Gorontalo,
dalam tiga tahun terakhir (2009-2011) masih menttapaopini wajar dengan
pengecualian hal tersebut dikarenakan masih ad&agus-kasus yang
ditemukan oleh BPK terkait dengan kualitas lapd@umangan BPK.

2. Masih ditemukannya kasus dalam sistem akuntasandakenyusunan laporan
keuangan pemerintah Kota Goronalo terkait dengatersi akuntansi dan

pelaporan, sistem anggaran dan belanjan dan jsggarspengendalian intern.



1.3  Rumusan Maslah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, makeay yaenjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah seberapa Ipesagaruh penerapan sistem
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas lap@angan pemerintah Kota
Gorontalo?
1.4  Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalatuk menganalisis
dan mengetahui pengaruh penerapan sistem akukeurengan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo
15 Manfaat Pendlitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bergwseara praktis dan
teoritis.
1. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memygun informasi
sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemeriaitall Kota Gorontalo
untuk dijadikan referensi serta masukan bagi pertari daerah Kota
Gorontalo guna meningkatkan kinerja terutama dap@myusunan laporan
keuangan pemerintah daerah.
2. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikanaged salah satu sumbangan
data empirik dalam ilmu akuntansi sektor publikutema dalam bahasan

tentang sistem akuntansi keuangan daerah dandaikforan keuangan.



